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TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG
RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik
negara yang berasal dari barang rampasan negara dan
barang gratifikasi, telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan
Negara dan Barang Gratifikasi;

bahwa untuk optimalisasi dan menyikapi perkembangan
pengelolaan barang milik negara yang berasal dari
barang rampasan negara dan barang gratifikasi,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal
dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan  ketentuan = Pasal 104  Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
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Mengingat

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari

Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3713);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang
Mengurus Barang-Barang yang Dirampas dan Barang-
Barang Bukti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1947 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1948 tentang
Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 tahun 1947 dari Hal Barang-Barang yang
Dirampas atas Kekuatan Putusan Pengadilan, serta
Barang-Barang Bukti yang Tidak Diambil oleh yang
Berhak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948
Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI BARANG
RAMPASAN NEGARA DAN BARANG GRATIFIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disebut Menteri adalah Pengelola Barang
atas Barang Milik Negara yang berasal dari Barang
Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan
dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan
lain berdasarkan undang-undang, yang diselenggarakan
oleh kejaksaan agung yang berkedudukan di ibukota
negara, kejaksaan tinggi yang berkedudukan di ibukota
provinsi dan kejaksaan negeri yang berkedudukan di
ibukota kabupaten/kota.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan
tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.
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Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat
Jenderal Tentara Nasional Indonesia, dan Oditurat
Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat
adalah badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia
yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di
bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan
pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
Pengurus Barang Rampasan Negara adalah pejabat
pemegang kewenangan pengurusan Barang Rampasan
Negara.

Pengurus Barang Gratifikasi adalah pejabat pemegang
kewenangan pengurusan Barang Gratifikasi.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki
kewenangan, tugas, dan fungsi di bidang pengelolaan
kekayaan negara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki
kewenangan, tugas dan fungsi di bidang pengelolaan
kekayaan negara.

Direktur adalah pejabat eselon II pada Kantor Pusat
Direktorat Jenderal yang memiliki kewenangan, tugas,
dan fungsi di bidang pengelolaan Barang Milik Negara
yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang
Gratifikasi.

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal.

Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kementerian @ Negara yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.



